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Abstrak
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan
Kata kunci- Mudarabah, BMT pembiayaan mudarabah dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan
UGT Nusantara, Pengaknan, mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan berdasarkan
gukuran, Penyajian, PSAK 105.
Pengungkapan Desain / metodologi / pendekatan: Metode Penclitian ini adalah metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Temuan Penelitian: Perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada
BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105 yang
meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun masih
ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas pada BMT UGT Nusantara
cabang pembantu Tayan

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Pada BMT UGT Nusantata Cabang
Pembantu Tayan masih ditemukan ketidaksesuai praktik dalam pembiayaan
mudarabah

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang pertumbuhan di setiap negara mengalami peningkatan dalam hal
perekonomian dan lembaga keuangan. Seperti di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya
Islam. Pertumbuhan ekonominya sudah ada kemajuan karena adanya jasa pembiayaan yang
diberikan oleh bank maupun nonbank. Mengenai data Otoritas Jasa Keuangan di bulan
Desember 2020 pada perhitungan, perbankan syariah mengalami pertumbuhan. Setelah
munculnya Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1992 hingga 2016 adanya kantor pembiayaan
syariah berjumlah 4.372 bagian, dalam waktu empat tahun (2016-2020). Pada tahun 2020,
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pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan pada kantor pembiayaan syariah
berjumlah 6.750 bagian. Pada kondisi, sudah banyak tersebar pada masyarakat di seluruh
Indonesia maupun di luar Indonesia untuk kantor pembiayaan syariah.

Perkembangan keuangan syariah menunjukkan bahwa masyarakat mulai menggunakan
aturan keuangan yang benar, aman serta tidak berlawanan pada prinsip syariah, apabila jika
berlawanan pada prinsip syariah disebut dengan riba. Di antara keuangan syariah berbentuk
nonbank vyaitu Baitu! Maal wa Tanmwil (BMT) yang masa sekarang lembaga keuangan syariah masih
banyak pengeluaran pembiayaan yang belum bermanfaat. Mengenai data Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) di bulan Desember 2021 sebesar Rp 10.185 Miliar pada pembiayaan mudarabah
diterbitkan dari Bank Umum Syariah (BUS) untuk penduduk tergolong rendah daripada
pembiayaan mudarabah dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
sebanyak Rp 190.884 Miliar. Artinya keadaan yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) masih belum bisa memberikan keuntungan dalam pembiayaan.

BMT UGT Nusantara adalah koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro
syariah untuk bertujuan membantu permodalan usaha masyarakat setempat supaya mendorong
bisnis masyarakat agar menjadi bermanfaat dan meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Andi
Soemitra (2009) menjelaskan bahwa Baitu/ Maal wat Tamwil ( BMT) merupakan lembaga keuangan
syariah nonbank yang didirikan secara tidak resmi oleh masyarakat setempat dan memiliki
perbedaan pada lembaga keuangan resmi. Sesuai dengan ditemukan, BMT tidak menggunakan
bentuk bunga pada praktik kegiatannya. Bunga diakui golongan dari riba dan haram di aturan
Islam. BMT melakukan akad berdasarkan prinsip syariah.

Di antara jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara yakni pembiayaan
mudarabah. Pembiayaan mudarabah merupakan kesepakatan usaha dengan pemilik modal
(shabibul maal) dan pengelola usaha (mudbarib) pada kesepakan bersama. Menurut Antonio (2001)
menjelaskan bahwa almudarabah yaitu perjanjian usaha pada 2 pihak pada pihak satu sebagai
memberikan semua (100%) modal atau shabibul maal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha
atau mudharib dari dana tersebut.

Produk pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara pada cabang pembantu Tayan
dengan total keseluruhan mudharib dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 28 wudharib.
Produk pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan harus diseleksi
lebih selektif karena banyak resiko kerugian yang ditanggung oleh BMT itu sendiri, namun
anggota harus memberikan jaminan kepada BMT agar hal-hal yang tidak dapat merugikan BMT
tersebut.

Namun masih banyak pemberian bantuan pada pembiayaan mudarabah oleh pihak
Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sepenuhnya menggunakan PSAK 105 dengan perlakuan
akuntansinya. Penelitian Kurniasari (2013), menjelaskan mengenai perbedaan perlakuan akuntansi
pembiayaan mudarabah berdasarkan PSAK 105 pada penilaian laba, penyampaian keuangan
tentang menghindari kerugian permodalan mudarabah maupun penyusutan nilai aset mudarabah.
Penelitian Nursoleha (2015), menjelaskan mengenai perbedaan perlakuan akuntansi pembiayaan
mudarabah berdasarkan PSAK 105 yang mengakui modal sebagai pemberian untuk pembiayaan
mudarabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdad (2003) Hasil penelitian tersebut menjelaskan
pelaksanaan pengakuan akuntansi pembiayaan mudarabah tidak semuanya menggunakan PSAK
105 karena pengakuan keuntungan di nilai tidak dari laporan keuangan tetapi perolehan keadaan
masa depan dengan menggunakan data sekarang. Selain itu juga pada saat pengungkapan tidak
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sepenuhnya menggunakan berdasarkan PSAK 105 disebabkan belum ada pengungkapan di
penyisihan penurunan investasi mudarabah dan pengungkapan kerugian yang menyebabkan
berkurangnya nilai aset mudarabah. (Jalil, 2019). Penelitian ini bertujuan Sesuai latar belakang di
atas, maka tujuan yang mau dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan dan menganalisis
perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu
Tayan berdasarkan PSAK 105.

TELAAH PUSTAKA
Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah
yang menggabungkan konsep prinsip maal dan tamwil. Kegiatan mengumpulkan dan
memberikan zakat, infak, dan sedekah adalah konsep maal, dan kegiatan bisnis masyarakat
menengah adalah konsep tamwil. Masyithoh (2014) BMT berfungsi sebagai lembaga sosial dan
bisnis. Manfaat BMT sebagai lembaga sosial mirip dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang
dapat menjadi LAZ yang baik. Sementara itu, sebagai lembaga bisnis, BMT berfungsi untuk
meningkatkan usaha di bidang keuangan, yaitu pembiayaan.

Amalia (2016) menyatakan bahwa Baitul Maa/ wat at-Tamwi/ (BMT) adalah tempat
pemberdayaan komunitas, yang berarti bahwa masyarakat tersebut telah membangun,
berkembang, dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdad (2003), baitul maal adalah
tempat pembiayaan yang didirikan oleh lembaga syariah untuk bertanggung jawab atas kegiatan
keuangan seperti pendapatan, tabungan, dan pengalokasian yang menguntungkan bagi
masyarakat. Soemitra (2009) mendefinisikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang
beroperasi menurut hukum Islam. Menurut aturan BMT, ada dua peran Baitul Maal dan Baitul
Tamwil. Pertama, Baztul Maal berfungsi sebagai peran zakat untuk menerima, menampung, dan
menyerahkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua adalah Baztu/ Tanmwil, yang berarti rumah, dan
Tamwil berarti pengembangan harta, dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan tingkat
ekonomi bisnis mikro dan menengah untuk mengembangkan pembiayaan untuk aktivitas
usahanya. Selain menjadi usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-citi berikut: 1. Ruang lingkup
untuk melakukan bisnis, artinya memiliki sesuatu supaya meningkatkan pemanfaatan dalam
aktivitas perekonomian untuk mencapai laba bersama bagi semua anggota dan lingkungannya. 2.
Dapat digunakan sebagai pengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan
wakaf. 3. Lembaga perekonomian masyarakat yang didirikan di masyarakat kecil dan bawah, yang
menawarkan layanan kepada masyarakat. Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha
dan perekonomian untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk
membangun masyarakat yang beradab dengan prinsip syariah dan ketetapan Allah SWT.

BMT sebagai tempat untuk mendorong bisnis setiap anggotanya dan masyarakatnya.
Dengan statusnya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mendorong upaya ekonomi jangka
panjang untuk terus berkembang. Agar BMT dapat mencapai kemajuan bersama masyarakat,
konsep pengembangan ini harus dipahami. Konsep dasar dari pengembangan ini adalah sebagai
berikut: 1. Menjadikan BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro rakyat yang ahli dan
dapat dipercaya untuk perhitungan modal bagi masyarakat bawah; 2. Menjadikan BMT berfungsi
sebagal penyedia, standar, dan tempat untuk mendorong perekonomian dalam penanaman modal
untuk mendorong dan meningkatkan usaha kecil masyarakat bawah; dan 3. Membangun
hubungan dengan sesama BMT dan lembaga ekonomi lainnya.
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Pembiayaan yang diberikan untuk industri, pedagang kecil, pertanian, perdagangan barang

atau jasa, koperasi, dan lainnya. Pembiayaan memberikan bantuan dana untuk memajukan dan
meningkatkan kegiatan usaha produktif yang sedang dijalankan oleh usaha masyarakat. Untuk
berkembang dan berkembang, peningkatan produktivitas sangat penting. Adanya BMT
membantu pedagang kecil dengan pembiayaan.
Menurut Sari (20106), prinsip-prinsip utama yang digunakan BMT dalam menjalankan operasinya
adalah sebagai berikut: a). Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan
sesuai dengan kaidah Islam dan bermuamalah keislaman dalam kehidupan sehari-hari; b).
Keterpaduan, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap keagamaan yang menunjukkan berprilaku
usaha untuk mengalami kemajuan disertai dengan akhlak yang mulia; dan c). Kekeluargaan, di
mana setiap anggota menumbuhkan rasa berkeluarga yang melindungi satu sama lain tanpa
mengutamakan kepentingan pribadi.

Menurut Aziz (2006), prinsip aktivitas BMT adalah sebagai berikut: a). Penumbuhan, yang
berarti proses membangun BMT sebagai lembaga bisnis maupun dana maal untuk memberikan
keuntungan maupun mengentalkan, dan b). Istiqomah, yang berarti tetap konsisten dan
berkembang tanpa patah semangat untuk kemajuan untuk perubahan menjadi yang lebih baik.
Allah SWT.

Pembiayaan Mudarabah

Menurut bahasa, “mudarabah” berasal dari kata “dharb”, yang berarti berjalan, bepergian,
atau memukul. Maksudnya adalah cara orang berjalan dengan kakinya untuk melakukan pekerjaan
mereka. Mudarabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak memiliki uang dan
memberikan jaminan bahwa seluruh uang akan diurus oleh pihak kedua, yang melakukan usaha
untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Afzalur Rahman (2009), Mudarabah adalah jenis
persetujuan hubungan kerjasama yang didasarkan pada hasil. Prinsipnya adalah bahwa seseorang
menyerahkan dananya untuk pihak lain untuk menjalankan bisnis, dan kemudian kedua belah
pihak membagikan pendapatan yang diperoleh atau menanggung biaya yang tersisa sesuai dengan
kesepakatan bersama (Karim, 2011). Baik shahibul maal (pemilik modal) maupun mudharib
(pengelola usaha) bertugas di pihak pertama.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, pembiayaan mudarabah adalah perjanjian usaha
di mana koperasi bertindak sebagai pemilik dana (shabibul maal) dan memberikan dananya kepada
anggota. Anggota bertindak sebagai pembisnis (mudbarib) untuk menjalankan bisnis sesuai
kesepakatan, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian apabila
terjadi kerugian. Ismail (2017) menyatakan bahwa pembiayaan mudarabah adalah perjanjian
pembiayaan di mana bank syariah bertindak sebagai pemilik dana dan memberikan dananya
sepenuhnya kepada nasabah yang bertindak sebagai mudbarib untuk menjalankan operasi
bisnisnya.

Secara umum, ada tiga jenis mudarabah yang berbeda. Yang pertama adalah mudarabah
muthlagah, menurut Kinasih (2022), di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada
pengelola dana untuk mengelola dananya sendiri; oleh karena itu, mudarabah muthlaqah berarti
usaha dari pemilik modal untuk memberikan kebebasan kepada pengelola usaha. Yang kedua
adalah mudarabah mugayyadah, menurut Lestari (2019). Yang ketiga adalah Mudarabah
Musytarakah: Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), mudarabah musytarakah adalah kerja
sama antara pengelola dana yang menginvestasikan modal atau dananya.
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Ketentuan adalah segala sesuatu aturan yang sudah ditetapkan untuk seseorang atau
kelompok harus menjalankan dari aturan yang berlaku. Mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO:07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan suatu ketentuan tentang pembiayaan mudarabah yang
harus dijalankan oleh setiap lembaga pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain
untuk usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan
suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai wudharib atau
pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4.  Mudparib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai
dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika
mudbarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudbarib tidak
melakukan penyimpangan, LLKS dapat meminta jaminan dari mudbarib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila wudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh
LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal pemberi dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran
terthadap kesepakatan, zudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan suatu ketentuan
akuntansi keuangan syariah yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan transaksi mudarabah. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
(BMT) berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)

Pengakuan dan Pengukuran Investasi mudarabah yang disalurkan oleh
pemilik  dana  diakui  sebagai investasi
mudarabah pada saat pembayaran kas atau
penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana
(PSAK 105, paragraf 12).

Pengukuran investasi mudarabah dilakukan

sebagai berikut:
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Investasi mudarabah dalam bentuk kas
diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

ii. Investasi mudarabah dalam bentuk aset
nonkas diukur sebesar nilai wajar aset
nonkas pada saat penyerahan. Jika nilai
wajar lebih tinggi, selisihnya diakui sebagai
keuntungan tangguhan dan diamortisasi
sesuai jangka waktu akad mudarabah. Jika
nilai wajar lebih rendah, selisihnya diakui

sebagai kerugian (PSAK 105, paragraf 13).

Penurunan nilai investasi mudarabah sebelum
usaha dimulai, disebabkan rusak, hilang, atau
faktor lain yang bukan kelalaian pengelola
dana, diakui sebagai kerugian dan mengurangi

saldo investasi mudarabah (PSAK 105,
paragraf 14).
Jika sebagian investasi mudarabah hilang

setelah dimulainya usaha tanpa kelalaian

pengelola dana, kerugian diperhitungkan pada
saat bagi hasil (PSAK 105, paragraf 15).

Usaha mudarabah dianggap dimulai saat dana
atau modal usaha mudarabah diterima oleh
pengelola dana (PSAK 105, paragraf 16).

Kerugian pada investasi mudarabah dalam aset
nonkas yang mengalami penurunan nilai tidak
langsung mengurangi jumlah investasi, tetapi
diperhitungkan saat pembagian bagi hasil
(PSAK 105, paragraf 17).

Kelalaian pengelola dana termasuk tidak
memenuhi persyaratan akad, tidak adanya
kondisi luar kemampuan, atau keputusan dari
institusi yang berwenang (PSAK 105, paragraf

18).

Jika akad mudarabah berakhir sebelum atau
saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh
pengelola dana, investasi mudarabah diakui
sebagai piutang (PSAK 105, paragraf 19).

Jika investasi mudarabah melibatkan lebih dari
satu periode pelaporan, penghasilan usaha
diakui sesuai nisbah yang disepakati (PSAK
105, paragraf 20).

Kerugian sebelum akad mudarabah berakhir
diakui
investasi. Saat akad berakhir, selisih antara

dan dibentuk penyisihan kerugian
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investasi mudarabah dan pengembalian diakui
sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105,
paragraf 21).

Pengakuan penghasilan usaha mudarabah
didasarkan pada laporan bagi hasil atas realisasi
penghasilan dari pengelola dana, bukan dari

proyeksi hasil usaha (PSAK 105, paragraf 22).

Kerugian akibat kelalaian pengelola dana
dibebankan pada pengelola tanpa mengurangi
investasi mudarabah (PSAK 105, paragraf 23).
m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar
diakui sebagai piutang (PSAK 105, paragraf

24).

Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudarabah
dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat
(PSAK 105, paragraf 30).

Pengungkapan Pemilik dana mengungkap informasi terkait

transaksi mudarabah, termasuk isi kesepakatan
utama, rincian investasi, penyisihan kerugian,
dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK
101 (PSAK 105, paragraf 38).

Pemilik dana perlu mengungkapkan informasi
terkait transaksi mudarabah, termasuk namun
tidak terbatas pada:

i. Rincian kesepakatan utama usaha mudarabah,
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha,
aktivitas usaha mudarabah, dan sebagainya.

ii. Rincian  jumlah investasi mudarabah
berdasarkan jenisnya.

iii. Penyisihan kerugian investasi mudarabah

selama periode berjalan.

iv. Pengungkapan sesuai dengan persyaratan

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

Syariah (PSAK 105, paragraf 38).

Dengan demikian, pemilik dana (shahibul maal) perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan

tersebut dalam PSAK 105 untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi mudarabah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi syariah. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar

akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

Studi Terdahulu

Peneltian Hasanah (2017) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Pernyataan Standar
Keuangan No.105 Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada BMT Muawanah Palembang, hasil dari
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peneltian tersebut adalah BMT Muawanah Palembang belum optimal menerapkan PSAK 105 di
pengakuannya.

Penelitian Wulandari (2019) dengan judul penelelitian Manajemen Pembiayaan Mudarabah
pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung, hasil dari penelitian tersebut adalah
Mengelola pembiayaan mudarabah harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Nurzaqi (2020) dengan judul penelelitian Analisis Implementasi Praktik
Pembiayaan Mudarabah Pada Baitul Maal wa Tamwil Berdasarkan PSAK Nomer 105 Kesesuain
Dengan Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Muthiin), hasil dari penelitian tersebut adalah (1)
Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan mudarabah menggunakan PSAK 105
belum sepenuhnya sesuai syariah. (2) Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan
mudarabah menggunakan PSAK 105 sudah sesuai syariah. (3) Perlakuan akuntansi mengenai
penyajian pembiayaan mudarabah menggunakan PSAK 105 sudah sesuai syariah. (4) Perlakuan
akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan mudarabah menggunakan PSAK 105 sudah
sesuai syariah.

Penelitian Kinasih (2022) dengan judul penelelitian Penerapan PSAK No.105 Atas Sistem
Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap), hasil
dari penelitian tersebut adalah (1) Sistem pembiayaan mudarabah menggunakan accrual basis. (2)
Akuntansi dalam pembiayaan mudarabah sudah sepenuhnya menggunakan PSAK 105.

Penelitian Nur Rohma (2023) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi
Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudarabah Pada BMT UGT Nusantara
Cabang Lumajang, hasil dari penelitian tersebut adalah BMT UGT Nusantara cabang Lumajang
belum sepenuhnya menggunakan PSAK 105.

Kerangka Penelitian
Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Pembiayaan Mudharabah pada
BMT UGT Nusantara Cabang PembantuTayan

v

Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan

v
! !

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah pada BMT UGT Nusantara pada BMT UGT Nusantara Cabang
Cabang Pembantu Tayan PembantuTayan berdasarkan PSAK 105

A
y

«

Y
Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT

UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan
berdasarkan PSAK 105

A\ 4
Kesimpulan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan
berdasarkan PSAK 105
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METODE PENELITIAN
Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang
bertujuan agar memahami pengelolaan pembiayaan mudarabah sesuai implementasi PSAK 105.
Menurut Lexy J. Moleong (1989), metode penelitian kualitatif yaitu tahap penelitian yang
membentuk data deskriptif. Data deskriptif adalah cara mendapatkan informasi yang menjelaskan
lebih mendalam pada pengelolaan pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang
pembantu Tayan.

Jenis dan Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder yang berbentuk data
pengelolaan pembiayaan mudarabah untuk dapat menginformasikan supaya mendalami dan
memahami pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan. Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan juga metode observasi
dengan pithak BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan. Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan
tentang laporan dan catatan yang berhubungan dengan pembiayaan mudarabah serta referensi-
referensi yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan, Analisis dan Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Menurut Lexy J. Meleong (1989), wawancara merupakan pembicaraan sesuatu
untuk mencapai tujuan yang didapatkan. Menurut Moh. Nazair (2005), observasi yaitu mengamati
dengan melihat tanpa perlu ada pertolongan dari penunjang lain untuk keperluan penelitian ini.
Pada kegiatan dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk lembar dokumen
tertulis maupun tidak tertulis yang berbentuk soft copy dan hard copy di BMT UGT Nusantara
cabang pembantu Tayan atau dokumen dari hasil analisis pelaporan penelitian tersebut. Teknik
analisi data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Teknik keabsahan data menggunakan tiga Langkah yaitu triangulasi, menggunakan bahan

referensi, dan member check.

HASIL DAN DISKUSI
Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan
Prosedur Pembiayaan Mudarabah
Prosedur pembiayaan mudarabah merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam
mendistribusikan pembiayaan mudarabah. Dalam konteks pemberian pembiayaan oleh Badan
Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BMT) kepada anggotanya (mudharib), BMT UGT Nusantara
cabang pembantu Tayan memiliki batasan maksimal pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 untuk
setiap anggota.
Langkah-langkah yang harus diikuti anggota untuk mengajukan pembiayaan mudarabah di
BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan adalah sebagai berikut:
1. Anggota mengunjungi BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan untuk mengajukan
pembiayaan.
2. Anggota mengisi formulir pembiayaan mudarabah yang telah disediakan oleh BMT.
3. Anggota melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan pembiayaan, seperti fotocopy
suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, fotocopy agunan BPKB beserta STNK,
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fotocopy sertifikat, formulir atau keterangan transaksi agunan, surat pernyataan kepemilikan
agunan, surat kuasa agunan dengan fotocopy KTP pemberi kuasa, surat persetujuan
suami/istri, formulir permohonan pembiayaan (Formulir UGT 14), dan surat pengikatan
notaris.

4. BMT melakukan wawancara dengan anggota untuk menentukan besaran pembiayaan,
besaran bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan.

5. Pengajuan pembiayaan dibahas oleh pengurus BMT berdasarkan prinsip 5C (Character,
Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy).

6. BMT melakukan survei kondisi usaha anggota untuk membandingkan data wawancara
dengan data lapangan.

7. BMT membuat keputusan mengenai persetujuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.

8. Jika disetujui, BMT membuat akad dan mencairkan dana.

Akad Pembiayaan Mudarabah

Akad pembiayaan mudarabah merupakan kesepakatan kerjasama antara BMT dan anggota
BMT. Di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan, akad pembiayaan mudarabah
mencakup data anggota, ketentuan pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan. Akad tersebut
mencantumkan jumlah pembiayaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan tata cara pengembalian
pembiayaan.

Untuk menjaga keamanan dan pemenuhan bagi hasil sesuai akad, anggota BMT wajib
memberikan jaminan atas akad mudarabah tersebut, seperti BPKB atau sertifikat yang memiliki
nilai. Jaminan dijelaskan dengan rinci dalam akad pembiayaan mudarabah. Jika pengelola dana
tidak dapat membayar angsuran selama 3 periode, BMT memiliki hak atas barang jaminan untuk

menarik atau menjualnya.

Nisbah Pembiayaan Mudarabah

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu
Tayan ditentukan berdasarkan perkiraan laba yang diperoleh oleh pengelola dana setelah usaha
berjalan. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian antara BMT dan anggota
yang mengajukan pembiayaan mudarabah. Meskipun demikian, BMT UGT Nusantara cabang
pembantu Tayan memiliki standar persentase keuntungan sebesar 2% hingga 2,5% per bulan.
Pembayaran bagi hasil dilakukan saat angsuran atau pengembalian pembiayaan mudarabah.

Akuntansi Pembiayaan Mudarabah

Akuntansi pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan
menggunakan Account Officer yang sudah tersistem dari pusat. Kantor cabang pembantu hanya
mengikuti apa yang dipakai oleh pusat. Account Officer adalah sistem keuangan secara otomatis
yang dipakai oleh seluruh BMT UGT Nusantara, salah satunya ada di Tayan juga. Account Officer
dapat mengelola keuangan salah satunya yaitu pembiayaan mudarabah. Account Officer yakni
pengurus BMT UGT Nusantara yang menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan akun
dan memiliki tanggung jawab membantu aktivitas usaha anggotanya.

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan dengan didukung pada teori Fatwa Dewan
Syatiah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah yang meliputi
ketentuan pembiayaan mudarabah, rukun dan syarat pembiayaan mudarabah maupun ketentuan
hukum pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:
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a. Ketentuan Pembiayaan Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah menjalankan sesuai

ketentuan pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1.

10.

Pembiayaan mudarabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT UGT
Nusantara cabang pembantu Tayan kepada anggota untuk usaha yang produktif.
Pada aktivitas pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu
Tayan berperan sebagai pemilik dana (sbabibul maal) untuk memberikan modal
100% kepada anggota sebagai pengelola usaha (wudharib) supaya mengembangkan
usahanya.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan dengan anggota yang melakukan
pembiayaan mudarabah sudah sesuai kesepakatan bersama dari segi jangka waktu
usaha, tata cara pengembalian dana maupun pembagian keuntungan.

Anggota dibebaskan untuk melakukan berbagai jenis usaha yang sudah disepakati
bersama sesuai prinsip syariah, namun BMT UGT Nusantara cabang pembantu
Tayan tidak boleh ikut serta dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh anggotanya
tetapt BMT hanya boleh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
anggotanya.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan memberikan jumlah dana
pembiayaan harus jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana yang
menanggung seluruh kerugian dari pembiayaan mudarabah kecuali jika anggota
yang melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai maupun menyalahi kesepakatan.
Sesuai prinsip pada pembiayaan mudarabah tidak memberikan jaminan apapun
supaya anggota tidak melakukan penyimpangan, BMT UGT Nusantara cabang
pembantu Tayan boleh meminta jaminan dari anggota. Jaminan ini dipergunakan
saat anggota terbukti melakukan pelanggaran yang di luar kesepakatan bersama
dalam akad.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengatur mengenai kriteria
anggota, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan dengan
memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Biaya operasional ditanggung oleh anggota.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai pemberi dana tidak
melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, anggota
berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah melaksanakan rukun dan

syarat pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana (shahibul
maal) dan anggota sebagai (mudharib) sudah mengerti dan memahami hukum.
Penjelasan akad terdapat kemauan dan pengucapan kedua belah pihak untuk
membuat kesepakatan pembiayaan mudarabah yang memiliki tujuan bersama agar
kedua belah pihak mencapai keuntungan bersama.

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana memberikan
modal kepada anggota dengan modal yang disebutkan secara jelas dari segi jumlah,
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jenis maupun berbentuk dalam uang atau barang berdasarkan kesepakatan dalam
akad.

4. Keuntungan dalam pembiayaan mudarabah yaitu jumlah yang didapatkan dari
kelebihan modal. Keuntungan sudah disepakati oleh BMT maupun anggota dengan
persentase (nisbah) pada waktu perjanjian. BMT menanggung seluruh kerugian pada
pembiayaan mudarabah dan anggota tidak menanggung seluruh kerugian, kecuali
kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota (wudharib) sebagai perbuatan mengelola
modal yang sudah disediakan oleh BMT (shabibu! maal) dengan membebaskan
anggota untuk melakukan usaha yang dinginkan anggota tetapi harus diawasi oleh
BMT sesuai prinsip syariah.

c. Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudarabah
BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah melaksanakan ketentuan
hukum pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan pada pembiayaan mudarabah sudah
membatasi pada periode tertentu.

2. Akad perjanjian tidak boleh mengkaitkan pada masa depan yang belum tentu akan
terjadi.

3. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan pada pembiayaan mudarabah tidak
boleh mengganti rugi oleh anggotanya karena sudah mempercayakan sepenuhnya
kepada anggota, kecuali anggota itu melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian
atau pelanggaran perjanjian.

4. Jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau ada pertentangan
antara kedua belah pihak harus diselesaikan secara musyawarah dengan Badan
Arbitrasi Syariah.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang
Pembantu Tayan
Pengakuan Akuntansi Mudarabah

Pengakuan Investasi: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui investasi
mudarabah yang dialokasikan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana.
Pencairan dana ini dilakukan setelah terjadinya akad investasi mudarabah yang telah disetujui.
Pembayaran angsuran investasi dapat dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun sesuai
dengan jadwal jatuh tempo yang telah disepakati antara BMT dan anggota. Penting untuk dicatat
bahwa BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tidak menyediakan layanan investasi dalam
bentuk aset nonkas.

Pengakuan Kerugian: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui penurunan
nilai investasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau
pelanggaran perjanjian oleh anggota. Selain itu, kerugian yang terjadi sebelum berakhirnya akad
mudarabah dianggap sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudarabah. Kerugian
yang tidak disebabkan oleh kesalahan anggota, seperti kematian anggota atau kerugian akibat
bencana alam, juga diakui.

Pengakuan Keuntungan: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui
keuntungan bagi hasil pada saat anggota melakukan setoran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil ini
umumnya dilakukan secara bulanan. Perhitungan nisbah bagi hasil didasarkan pada persentase

DOI: https://doi.org/10.24260/ aktiva.v2il.2088 D. Lestary, Risatri Hayatunisa


https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088

Aktiva: Journal of Accountancy and Management
Volume 2 No. 1, Januari 2024 27

yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak pada awal akad mudarabah. Bagi hasil
diakui berdasarkan persentase nisbah yang telah disepakati di awal akad mudarabah, sesuai
dengan laba yang dilaporkan oleh anggota setiap bulan.

Pengakuan Piutang: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui pembiayaan
mudarabah dan bagian dari hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.

Pengakuan Beban: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tidak mengakui beban
yang timbul sehubungan dengan akad pembiayaan mudarabah sebagai kerugian. Kerugian yang
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan
tidak akan mengurangi nilai investasi mudarabah.

Pengukuran Akuntansi Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengukur pembiayaan mudarabah
sebagai jumlah dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota pada saat pencairan dana, sejalan
dengan ketentuan akad pembiayaan mudarabah yang telah disetujui. Pembiayaan yang diberikan
oleh BMT hanya dalam bentuk kas, dan tidak melibatkan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas.

Penyajian Akuntansi Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan menyajikan pembiayaan mudarabah yang
diberikan kepada anggota dalam neraca dengan nilai tercatat. Laporan keuangan BMT UGT
Nusantara cabang pembantu Tayan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan Akuntansi Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengungkapkan rincian kesepakatan
usaha mudarabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan mengenai pembiayaan mudarabah
dalam laporan hasil usaha mencakup informasi seperti jumlah dana dan pembagian usaha, sesuai
dengan yang diatur dalam akad pembiayaan mudarabah.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang
Pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengakuan akuntansi mudarabah
berdasatkan PSAK 105 yang meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan
keuntungan, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT UGT Nusantara cabang
pembantu Tayan sudah berdasarkan PSAK 105 tetapi masih yang ketidaksesuaian pada
pengakuan kerugian. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pengakuan Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Nusantara Cabang Analisis

PSAK 105
Pembantu Tayan Kesesuaian

a. Pengakuan Investasi

Dana mudarabah yang disalurkan oleh | Dana mudarabah yang disalurkan | Sudah

pemilik dana diakui sebagai investasi | BMT diakui sebagai investasi | berdasarkan
mudarabah pada saat pembayaran kas | mudarabah diakui saat penyerahan | PSAK 105.
atau penyerahan aset nonkas kepada | dana kepada anggota.
pengelola dana. (PSAK 105, paragraf 12).
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Usaha mudarabah  dianggap mulai | Investasi mudarabah  dianggap | Sudah
berjalan sejak dana atau modal usaha | mulai berjalan sejak dana diterima | berdasarkan
mudarabah diterima oleh pengelola dana. | oleh anggota PSAK 105.
(PSAK 105, paragraf 10).

b. Pengakuan Kerugian
Jika nilai investasi mudarabah turun | Penurunan nilai investasi atau | Sudah
sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, | hilangnya investasi mudarabah yang | berdasarkan
hilang atau faktor lain yang bukan | bukan merupakan kesalahan atau | PSAK 105.
kelalaian atau kesalahan pihak pengelola | kelalaian ~ dari  anggota  maka
dana, maka penurunan nilai tersebut | kerugian tersebut diakui sebagai
diakui sebagai kerugian dan mengurangi | kerugian dan mengurangi saldo
saldo investasi mudarabah. (PSAK 105, | investasi mudarabah.
paragraf 14).

Jika sebagian investasi mudarabah hilang | Penurunan nilai investasi | Sudah
setelah dimulainya usaha tanpa adanya | mudarabah atau hilangnya investasi | berdasarkan
kelalaian atau kesalahan pengelola dana, | yang bukan disebabkan oleh | PSAK 105.
maka kerugian tersebut diperhitungkan | kesalahan atau kelalaian pengelola
pada saat bagi hasil. (PSAK 105, paragraf | dana, maka hal tersebut
15). diperhitungkan pada saat bagi hasil.
Dalam  investasi ~mudarabah  yang | BMT tidak memberikan investasi | Belum
diberikan dalam aset nonkas dan aset | mudarabah pada aset nonkas | berdasarkan
nonkas tersebut mengalami penurunan | seperti barang. PSAK 105
nilai pada saat atau setelah barang karena
dipergunakan secara efektif dalam BMT tidak
kegiatan  usaha  mudarabah, maka ada
kerugian  tersebut  tidak  langsung terdapat
mengurangi jumlah investasi, namun investasi
diperhitungkan pada saat pembagian bagi mudarabah
hasil. (PSAK 105, paragraf 17). pada aset
nonkas.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, | Kesalahan anggota sebagai | Sudah
antara lain, ditunjukkan oleh: pengelola dana yang ditunjukkan | berdasarkan
a) Persyaratan yang ditentukan di dalam | adanya tidak terpenuhi persyaratan | PSAK 105.

akad tidak dipenuhi; yang terdapat di dalam akad, tidak
b) Tidak terdapat kondisi di luar | terdapat di kondisi yang di luar

kemampuan (force majenr) yang lazim | kemampuan dan hasil keputusan

dan/atau yang telah ditentukan dalam | dari institusi yang berwenang.

akad; atau
c) Hasil keputusan dari institusi yang

berwenang.

(PSAK 105, paragraf 18).
Kerugian yang terjadi dalam suatu | Kerugian yang terjadi sebelum akad | Sudah
periode  sebelum akad mudarabah | mudarabah berakhir diakui sebagai | berdasarkan
berakhir diakui sebagai kerugian dan | kerugian.  Pada  saat  akad | PSAK 105.
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dibentuk penyisihan kerugian investasi. | mudarabah berakhir selisih antara
Pada saat akad mudarabah berakhir, | investasi mudarabah setelah
selisih antara: dikurangi penyisihan kerugian dan
a) Investasi mudarabah setelah dikurangi | pengembalian investasi mudarabah

penyisihan kerugian investasi; dan diakui sebagai keuntungan atau
b) Pengembalian investasi mudarabah, | kerugian.

diakui  sebagai keuntungan atau

kerugian.

(PSAK 105, paragraf 21).
c. Pengakuan Keuntungan
Jika investasi mudarabah melebihi satu | Pembayaran bagi hasil dilakukan | Sudah
periode pelaporan, penghasilan usaha | bersamaan dengan pembayaran | berdasarkan
diakui dalam periode terjadinya hak bagi | angsuran pokok sesuai dengan | PSAK 105.
hasil sesuai nisbah yang disepakati. periode dan nisbah yang sudah
(PSAK 105, paragraf 20). disepakati oleh kedua belah pihak

pada sebelum akad.

Pengakuan penghasilan usaha mudarabah | Penghasilan usaha diperoleh dari | Sudah
dalam praktik dapat diketahui | perhitungan nisbah yang | berdasarkan
berdasarkan laporan bagi hasil atas | menggunakan laporan pendapatan | PSAK 105.
realisasi penghasilan usaha dari pengelola | keuntungan dari anggota yang
dana. Tidak diperkanankan mengakui | dibuat setiap bulan.
pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
(PSAK 105, paragraf 22).
Pembagian hasil usaha mudarabah dapat | Pembagian ~ usaha  mudarabah | Sudah
dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil | dilakukan sesuai bagi hasil yaitu | berdasarkan
atau bagi laba, maka dasar pembagian | menggunakan laba bersih sebagai | PSAK 105.
hasil usaha adalah laba bruto (gross profif) | penetapan pembagian keuntungan
bukan total pendapatan usaha (omset). | usaha.
Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi
laba, dasar pembagian adalah laba neto
(net profif) yaitu laba bruto dikurangi
beban yang berkaitan dengan pengelolaan
dana mudarabah.
(PSAK 105, paragraf 11).
d. Pengakuan Piutang
Jika akad mudarabah berakhir sebelum | BMT  mengakui  pembiayaan | Sudah
atau saat akad jatuh tempo dan belum | mudarabah yang sudah jatuh tempo | berdasarkan
dibayar oleh pengelola dana, maka | dan belum  dibayarkan  oleh | PSAK 105.
investasi mudarabah diakui sebagai | pengelola dana sebagai piutang.
piutang. (PSAK 105, paragraf 19).
Bagian hasil usaha yang belum dibayar | BMT mengakui bagian hasil usaha | Sudah
oleh pengelola dana diakui sebagai | yang belum dibayar oleh pengelola | berdasarkan
piutang. dana sebagai piutang. PSAK 105.

(PSAK 105, paragraf 24).

DOI: https://doi.org/10.24260/ aktiva.v2il.2088

D. Lestary, Risatr1 Hayatunisa


https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088

Aktiva: Journal of Accountancy and Management

Volume 2 No. 1, Januari 2024 30
e. Pengakuan Beban
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan | BMT mengakui kerugian yang | Sudah
pengelola dana diakui sebagai piutang. disebabkan oleh kelalaian atau | berdasarkan
(PSAK 105, paragraf 23). kesalahan pengelola dana | PSAK 105.

mudarabah.

dibebankan pada pengelola dana
dan tidak mengurangi investasi

Pengukuran Akuntansi Mudarabah

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengukuran akuntansi mudarabah
berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan
PSAK 105, namun masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas. Pembahasan lebih

mendalamnya dengan rincian di tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pengukuran Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105
BMT UGT Nusantara .
Analisis
PSAK 105 Cabang Pembantu R
Kesesuaian
Tayan
Pengukuran investasi mudarabah adalah | Pengukuran pembiayaan |a) Sudah
sebagai berikut: mudarabah di  BMT UGT berdasarkan
a) Investasi mudarabah dalam bentuk | Nusantara cabang pembantu PSAK 105.
kas diukur sebesar jumlah yang | Tayan:
dibayarkan. a) BMT mengukur investasi [b) Belum
b) Investasi mudarabah dalam bentuk mudarabah  sebesar jumlah berdasarkan
aset nonkas diukur sebesar nilai dana yang dibayarkan pada PSAK 105
wajar aset nonkas pada saat pihak BMT kepada pengelola karena BMT
penyerahan: dana. tidak  ada
1. Jika nilai wajar lebih tinggi dari | b) BMT  tidak  memberikan terdapat
pada nilai tercatatnya diakui maka investasi mudarabah dalam investasi
selisihnya diakui sebagai bentuk aset nonkas. mudarabah
keuntungan  tangguhan  dan pada  aset
diamortisasi sesuai jangka waktu nonkas.

akad mudarabah.
ii. Jika nilai wajar lebih rendah dari
pada nilai tercatatnya, maka
selisihnya diakui sebagai kerugian.

(PSAK 105, paragraf 13).

Penyajian Akuntansi Mudarabah

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada penyajian akuntansi mudarabah
berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan
PSAK 105. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel 3
Penyajian Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105
BMT UGT Nusantara .
Analisis
PSAK 105 Cabang Pembantu )
Kesesuaian
Tayan
Pemilik dana menyajikan investasi | BMT UGT Nusantara cabang | Sudah
mudarabah dalam laporan keuangan | pembantu  Tayan menyajikan | berdasarkan
sebesar nilai tercatat. (PSAK 105, | investasi mudarabah yang | PSAK 105.

paragraf 30).

disalurkan anggota dalam laporan
keuangan sebesar nilai tercatat.

Pengungkapan Akuntansi Mudarabah

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengungkapan akuntansi mudarabah
berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan
PSAK 105. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Pengungkapan Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105
BMT UGT Nusantara .
Analisis
PSAK 105 Cabang Pembantu .
Kesesuaian
Tayan
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait | BMT  UGT  Nusantara | Sudah
transaksi mudarabah, tetapi tidak terbatas, | cabang pembantu Tayan | berdasarkan
pada: sudah mengungkapkan isi | PSAK 105.
a. Isi kesepakatan utama usaha mudarabah, | kesepakatan usaha

berdasarkan jenisnya.

selama periode berjalan
d. Pengungkapan yang

Syariah.

b. Rincian jumlah investasi

c. Penyisihan kerugian investasi mudarabah

diperlukan

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

(PSAK 105, paragraf 38).

mudarabah

sesuai

seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, | mudarabah di laporan hasil
aktivitas usaha mudarabah dan lain-lain; usaha.

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah di BMT UGT

Nusantara cabang pembantu Tayan yang didukung oleh teori Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa sudah menjalankan peraturan yang ada di Fatwa Dewan
Syariah Nasional yang meliputi ketentuan pembiayaan mudarabah, rukun dan syarat pembiayaan

mudarabah maupun ketentuan hukum pembiayaan mudarabah.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara cabang

pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
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pengungkapan. Namun masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas pada BMT UGT
Nusantara cabang pembantu Tayan. Bagi peneliti selanjutnya agar memperdalam analisis
mengenai produk-produk pembiayaan yang lain dengan menggunakan prinsip syariah.
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